
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 7,986,207,274

I.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 163,643,640

I.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 128,197,400

I.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD

22,082,310

I.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13,363,930

I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,911,793,714
I.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5,833,748,161

I.2.2 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester 
SKPD 78,045,553

I.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 47,889,000

I.3.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 47,889,000
I.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 311,237,000
I.4.1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 311,237,000
I.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,079,524,800
I.5.1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 580,304,800

I.5.2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 499,220,000

I.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 472,119,120

I.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200,187,000

I.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 181,014,120

I.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 90,918,000

II PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 3,273,253,494
II.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 

Kabupaten/Kota 3,273,253,494

II.1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota 410,744,800

II.1.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 
Kewenangan Kabupaten/Kota 51,075,184

II.1.3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota 124,056,110

II.1.4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 2,687,377,400

III PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 4,546,240,061

III.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 3,939,483,626

III.1.1 Penyediaan Permakanan 982,072,100
III.1.2 Penyediaan Sandang 394,183,126
III.1.3 Penyediaan Alat Bantu 26,269,000
III.1.4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 18,128,000
III.1.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 9,500,000

III.1.6
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan 
Pengemis dan Masyarakat

2,089,747,800

III.1.7 Pemberian Layanan Kedaruratan 419,583,600

III.2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 606,756,435

III.2.1 Pemberian Layanan Kedaruratan 257,475,800
III.2.2 Penyediaan Permakanan 89,906,700
III.2.3 Penyediaan Sandang 7,284,800
III.2.4 Penyediaan Alat Bantu 20,134,000
III.2.5 Penyediaan perbekalan kesehatan diluar panti 25,309,635
III.2.6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 79,150,000
III.2.7 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 118,431,500
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III.2.8 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 9,064,000

IV PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 11,721,059,720

IV.1 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 5,383,000
IV.1.1 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 3,300,000
IV.1.2 Rujukan Anak-Anak Terlantar 1,883,000
IV.1.3 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 200,000
IV.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 11,715,676,720
IV.2.1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1,109,347,000

IV.2.3 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 266,801,600

IV.2.4 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 10,122,963,760

IV.2.5 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 216,564,360

V PROGRAM PENANGANAN BENCANA 447,562,100
V.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 52,095,100
V.1.1 Penyediaan Makanan 27,937,500
V.1.2 Penyediaan Sandang 15,157,600
V.1.3 Pelayanan Dukungan Psikososial 9,000,000

V.2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan 
Bencana Kabupaten/Kota 395,467,000

V.2.1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 18,182,000
V.2.2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 377,285,000
VI PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 170,200,600
VI.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 170,200,600
VI.1.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 170,200,600

VII PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN 894,439,599

VII.1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah 
Kewenangan Kabupaten/Kota 96,570,955

VII.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 30,705,900

VII.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 31,451,155

VII.1.3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 24,497,405

VII.1.4 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 9,916,495

VII.2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi 
pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 9,445,955

VII.2.1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, 
Sosial dan Ekonomi 9,445,955

VII.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan 
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 788,422,689

VII.3.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan 
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 767,340,103

VII.3.2 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan 
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 21,082,586

VIII PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 249,676,813

VIII.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 55,528,500

VIII.1.1
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan 
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota

21,319,700

VIII.1.2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan 
Kewenangan Kabupaten/Kota 34,208,800

VIII.2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan 
yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 173,707,399

VIII.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan 
Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 173,707,399

VIII.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan 
Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20,440,914

VIII.3.1 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan 
Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 13,645,114

VIII.3.2 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan 
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 6,795,800

IX PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 211,671,527

IX.1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) 
dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 150,202,727



IX.1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan 
Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 59,305,727

IX.1.2 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak 
bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 90,897,000

X
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 
Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah 
Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

61,468,800

X.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 61,468,800

XI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 73,386,154

XI.1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak 
Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 73,386,154

XI.1.1 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan 
Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 73,386,154

XII PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 326,795,688

XII.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia 
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 59,474,369

XII.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak 
Kewenangan Kabupaten/Kota 59,474,369

XII.2.1 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 267,321,319

XII.2.1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota 16,983,948

XII.2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan 
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 138,169,750

XII.2.3
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak 
bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota

71,964,700

XII.2.4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 
Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40,202,921

XIII PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 72,256,347

XIII.1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup 
Daerah Kabupaten/Kota 21,183,822

XIII.1.1 Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten 
/ kota layak anak, kec layak anak, desa / kelurahan layak anak dan DRPPA 21,183,822

XIII.2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 23,204,485

XIII.2.1 Penyediaan  Layanan Pengaduan masyarakat bagi Anak yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 9,466,000

XIII.2.2 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK 13,738,485

XIII.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang 
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 27,868,040

2.08.07.2.03.05. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi 
AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 27,868,040

29,972,749,377TOTAL


